
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang 
bertandatangan di bawah ini: 

Nama : Didyk Choiroel 
Jabatan : Sekretaris Jenderal  

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 
 

Nama : Didyk Choiroel 
Jabatan : a.n Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP 
 Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu) 
 

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai 
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian 
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

Pihak Kedua 

 
[onshow.ttd_441;ope=changepic;noerr] 

DIDYK CHOIROEL 

 Jakarta, 16 Maret 2026 

Pihak Pertama 

 
[onshow.ttd_441;ope=changepic;noerr] 

DIDYK CHOIROEL 



 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 

SEKRETARIAT JENDERAL 
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN      

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 

1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP 84,2% 

  a. Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama 93,2% 

  b. Tingkat layanan pengelolaan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana 76,0% 

  c. Tingkat layanan pengelolaan Keuangan dan BMN 84,9% 

  d. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa 98,5% 

  e. Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal 80,6% 

  f. Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum 79,2% 

  g. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 88,9% 

  h. Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi 81,0% 

  i. Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP 75,8% 

  j. Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP 84,2% 
   

    
PROGRAM 

 
PAGU APBN 

 

Dukungan Manajemen 
 

Rp891.748.999.000,00 
 

    
  

Jakarta, 16 Maret 2026 
   

a.n MENTERI  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
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SEKRETARIS JENDERAL 
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